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BAB IV  

SIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang penulis paparkan terkait pengelolaan 

PNBP di Kejaksaan Negeri Karangasem, maka penulis dapat menarik simpulan 

antara lain: 

1. Pengelolaan PNBP di Kejaksaan Negeri Karangasem meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Perencanaan PNBP 

dilakukan dengan penyusunan TPNBP oleh Bendahara PNBP melalui 

aplikasi E-TPNBP. Pelaksanaan PNBP mencakup penentuan PNBP terutang, 

pemungutan PNBP yang dilakukan dengan berbagai cara tergantung dari 

jenis PNBP, dan pembayaran dan penyetoran PNBP ke kas negara.  

Pertanggungjawaban PNBP dilakukan melalui penatausahaan PNBP dan 

pelaporan dan pertanggungjawaban PNBP yang dapat diakses melalui 

aplikasi SIMPONI. Data-data tersebut diunduh dan digunakan untuk 

menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pengawasan PNBP dilakukan 

dengan memonitoring laporan-laporan pertanggungjawaban PNBP baik dari 

pihak internal maupun eksternal. 

2. Pengelolaan PNBP di Kejaksaan Negeri Karangasem pada umumnya telah 

dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku karena 

berita acara yang kurang jelas dan bendahara yang kurang teliti dalam 

menentukan akun. Potensi permasalahan yang perlu untuk diantisipasi adalah 

ketepatan waktu dalam penyetoran PNBP ke kas negara. PNBP harus disetor
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dalam kurun waktu 1x24 jam sejak PNBP diterima. Untuk mencegah 

terjadinya permasalahan dalam pengelolaan PNBP, upaya yang dilakukan 

adalah dengan meningkatkan ketelitian terutama dalam meneliti Berita Acara 

dari setiap bidang. Pihak Kejaksaan Negeri Karangasem juga berupaya agar 

PNBP dapat disetor tidak lebih dari 1x24 jam. 

3. Untuk meningkatkan PNBP, Kejaksaan Negeri Karangasem berupaya agar 

setiap tahun ada kegiatan dari produk milik Kejaksaan Negeri sendiri dan 

dilakukan secara berkelanjutan. Namun Kejaksaan Negeri juga tidak bisa 

sembarangan dalam membuat giat atau produk karena secara teknis PNBP 

baru bisa didapatkan jika ada perkara yang telah diputuskan atau ditetapkan. 

PNBP yang diterima Kejaksaan Negeri juga tergantung dari kedisiplinan 

masyarakat. 

 

  

  


